BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan
nasional dan berada didaerah kabupaten. Seiring dengan berjalannya waktu,
sistem pemerintahan desa mengalami perubahan. Pada orde baru, wewenang pusat
untuk mengelola desa sangat tinggi termasuk dalam masalah pengelolaan
keuangan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan desa. Sistem pengelolaan keuangan telah diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa. Keuangan desa meliputi semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa
tersebut.

Setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan
kegiatan atau programnya dalam proses pencapaian tujuan. Organisasi
pemerintahan desa sebagai bagian dari organisasi publik juga memerlukan sumber
pendapatan/ penerimaan untuk membiayai program/kegiatannya dalam rangka
mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Pendapatan desa
harus dikelola dengan baik, dalam arti direncanakan diorganisir, dipungut dan
dicatat serta dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul
dana yang cukup untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa(APBDes) adalah rencana keuangan pemerintah desa yang
dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan



menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan
dalam bentuk kebijakan desa yang diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa
berupa APBDes. APBDes adalah peraturan yang memuat sumber-sumber
penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.
Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana termuat dalam APBDes
perlu ditinjaklanjuti oleh pemerintah desa dengan dibantu oleh potensi dan
swadaya desa setempat. Hal ini tidak lain adalah bagaimana pemerintah daerah
memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk lebih kreatif dalam
menjawab kebutuhan masyarakatnya.

Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan manajemen
keuangan desa telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain
Sisianto(2015) yang meneliti mengenai manajemen keuangan desa dalam
penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tingting
Boyok Kecamatan Sekadau Hulu, hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa
proses penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa
Tingting Boyok sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah daerah,
hanya saja dalam pengelolaan keuangan, pemerintah desa Tinting Boyok masih
belum sepenuhnya mampu mengelola keuangan desa dengan efektif dan efisien.
Lemahnya sumber daya manusia menjadi salah satu masalah utama dalam
pengelolaan keuangan desa.

Amirruddin(2012) meneliti mengenai transparansi pengelolaan keuangan
anggaran pendapatan desa didesa Pertasi Kencana kecamatan Kalaena kabupaten
Luwu Timur menyatakan bahwa masyarakat belum bisa merasakan transparansi
pengelolaan APBDes di desa Pertasi Kencana karena masyarakat kurang
dilibatkan dalam hal itu dan adapun transparansi itu terbukti kurang maksimal di
karenakan kurang mudahnya diakses oleh masyarakat umum khususnya
masyarakat desa di Desa Pertasi Kencana.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola

berdasarkan empat asas utama yaitu: transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan



disiplin anggaran. Asas-asas pengelolaan keuangan tersebut harus dijadikan
pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana desa tersebut dapat
dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Namun dalam
pelaksanaannya, masih saja timbul kendala- kendala yang berkaitan dengan
mengalokasian alokasi dana desa tersebut. Seperti halnya yang terjadi di desa
Taman, masyarakat desa Taman pada umumnya tidak mengetahui bagaimana
realisasi APBDes yang telah dijalankan oleh Aparatur Desa, sehingga dalam
penyusunan APBDes ini masih ditemukan kurang adanya transparansi dalam
pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban
Aparatur desa Taman atas sebuah keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai

sasaran yang telah diterapkan dalam APBDes tidak disajikan secara transparan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan
permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimana manajemen keuangan desa
dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) di desa

Taman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso?.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan dibatasi berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian
akan difokuskan pada pemerintahan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
di Desa Taman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Dengan adanya
pembatasan masalah ini diharapkan peneliti akan lebih fokus dalam mengkaji dan
menelaah permasalahan yang ada dalam pemerintahan desa dalam pengelolaan

APBDes yang menjadi objek penelitian.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen keuangan desa
dalam pengelolaan APBDes tahun 2015 di Desa Taman Kecamatan Grujugan

Kabupaten Bondowoso.



1.4.2 Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teori
Dari teori- teori yang telah dijelaskan, maka dapat memberikan pengetahuan
tentang manajemen keuangan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa.

Manfaat Kebijakan

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran
serta masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat, sebagai salah satu
masukan guna melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik

dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan desa.

Manfaat bagi Peneliti

Berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan
keuangan desa serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada
fakultas ekonomi.



